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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan pembangunan di 

segalabidang. Salah satunya adalah pembangunan dalam bidang ekonomi. 

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, 

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
1
 

Untuk memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang 

pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang 

perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan danadalam jumlah besar. 

Pembangunan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh 

perkembangan kebutuhan akan listrik. 

Manusia hidup bersama-sama karena saling membutuhkan satu sama 

lain. Manusia sebagai individu saling bergaul untuk mempertahankan 

hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, Aristoteles menyebut manusia sebagai 

zoon politicon, yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup 

bermasyarakat dan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain.
2
 Sebagai 

subjek hukum tentunya manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-

kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. 

                                                             
1
 Retno Prabandari, Jenis-jenis perjanjian sebagai dasar hukum dalam pengalihan hak 

guna bangunan objek hak tanggungan, tesis diakses pada senin 17 mei 2016, pada 

http://retnoprabandian.blogspot.com/2007/04/ Jenis-jenis perjanjian sebagai dasar hukum dalam 

pengalihan hak guna bangunan objek hak tanggungan. html 
2
 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 49. 
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Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak dan 

kewajiban yang sama kepada semua warga negara untuk berperan serta dalam 

pembangunan Nasional.  

Negara dalam menyelenggarakan Pemerintahan mempunyai kewajiban 

untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, 

keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai 

dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD1945 pada 

alinea keempat yang berbunyi: ”Melindungi segenap bangsa indonesia dan 

seluruh tumpah darah indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsadan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
3
 Hampir 

semua proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah selalu 

dipublikasikan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang 

telah dikumpulkan dari masyarakat. 

Sebagai BUMN, tujuan PT. PLN ( Persero) sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 23/1994 adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus   

memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan usaha. 

2. Menyediakan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan 

tujuan untuk: 

a. Merintis kegiatan usaha penyediaan listrik. 
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 Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2008), h. 159.     
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b. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha 

penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku.
4
 

PT. PLN (Persero) yang diberi kuasa Ketenagalistrikan oleh 

Pemerintah, sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang 

Ketenagalistrikan, memiliki tugas utama untuk melaksanakan usaha 

penyediaan tenaga listrik bagi sebesarbesarnya untuk kepentingan umum. Hal 

ini sejalan dengan tujuan Nasional Indonesia seperti tertuang dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya untuk ikut memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.5 

Landasan yuridis pemungutan pajak mengacu pada Pasal 23 huruf (a) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:“Pajak dan pungutan 

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-

undang”.
6
 Dalam rangka pembangunan nasional maka peran serta segenap 

masyarakat perlu ditingkatkan dalam menghimpun dana pembiayaan yang 

sumbernya sebagian besar dari sektor kelistrikan, Untuk memperoleh 

kepastian hukum suatu surat perjanjian, harus dilakukan menurut ketentuan 

atau norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga akibat 

hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi 

                                                             
4
  Nuriani Fatimah,  evaluasi sistem penerimaan kas atas penjualan tenaga listrik pada 

PT. PLN (Persero), Jurnal diakses pada 16 mei 2016 pada http: NurianiFatimah.  Blokspot. Com, 

2010/04/, evaluasi sistem penerimaan kas atas penjualan tenaga listrik pada  PT. PLN (Persero) 

,html 
5
 Dewi Lestari Simanjuntak, Tinjauan hukum  terhadap jual beli tenaga listerik antara 

PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, Jurnal diakses pada 16 mei 2016 pada http: 

DewiLestariSimanjuntak. Blokspot. Com, 2011/05/, Tinjauan hukum  terhadap jual beli tenaga 

listerik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, html 
6
Ibid, h. 278. 
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masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada 

surat perjanjian tersebut. 

Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1313 

berbunyi:“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) 

orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1(satu) orang lain atau lebih”. 

Sebagai bahan perbandingan dalam Restatement Of Contract dari American 

LawInstitute ditegaskan bahwa kata kontrak/perjanjian mengandung makna 

adanya perbuatan yang menciptakan hubungan hukum di antara para pihak, 

jika perbuatan dinyatakan dalam suatu tulisan maka itulah yang merupakan 

bukti dari perbuatan hukum itu.7 

Perjanjian disini diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang 

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara 

dua orang tersebut yang dinamakan perikatan8 

Perjanjian sendiri erat kaitannya dengan Buku III Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. Hukum perdata pada hakekatnya merupakan hukum 

yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang. Dalam Buku III 

KUH Perdata perihal perikatan (Van Verbintennissen) yang memiliki sistem 

terbuka artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik 

yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang-undang sebagai 

                                                             
7
 Taryana Soenandar, Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan 

Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 106. 
8
 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1985), h.1 
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mana pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Buku III terdiri dari 18 bab dan 

631Pasal yang banyak mengatur mengenai perjanjian.
9
 

Dalam pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa: “Semua perjanjian 

yang dibuat secarah sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”. Dari pasal 1338 KUH Perdata ini dapat ditarik suatu gambaran 

bahwa , pada prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh sepihak, 

karena adanya pembatalan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi 

pihak lain.10 

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata 

sepakat,kecakapan, hal tertentu dan suatu sebabyang halal, sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat 

sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat 

secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.
11

 

Namun tentu tidak dapat dihindari suatu kejadian tertentu bisa saja 

terjadi dikemudian hari yang berhubungan dengan sengketa hukum. Sengketa 

hukum berkaitan dengan surat perjanjian yang sudah dibuat sebagaimana 

ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata namun tidak ditepatinya suatu perjanjian 

tersebut. Lazimnya dalam praktik keseharian, setiap surat perjanjian 

menyertakan meterai. Alasannya tiada lain adalah untuk keabsahan darisurat 

perjanjian itu. Masyarakat cenderung menggunakan hal tersebut sebagai 

                                                             
9
 Mega tumilaar, Fungsi materai dalam memberikan kepastian hukum terhadap surat 

perjanjian, Skripsi, 2015. h. 7. 
10

 Ade Irma Andayani S, Tinjauan yuridis tentang wanprestasi dalam perjanjian 

pemakaian arus listerik pada PLN cabang medan, Skripsi, 2009, h. 8. 
11

K.Kusdi Wartanaya, Kekuatan Yuridis Meterai Dalam Surat Perjanjian , Jurnal, 

Diakses Pada:  NA Martana- Kertha Semaya 2013-ojs.unud.ac.id. diakses 21/05/2014. 
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indikator dalam menentukan sah atau tidaknya suatu surat perjanjian. Saat ini 

banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai, 

maupun syarat sah suatu perjanjian lainnya, maka perjanjian/kontrak yang 

telah dibuat akan menjadi tidak sahdan karena yakinnya akan hal tersebut, 

tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian. 

Peningkatan pelayanan dibidang administrasi kepada pelanggan 

antaranya yaitu tentang Perjanjian antara Biro PLN (Perusahaan listrik 

Negara) dengan masyarakat atau konsumen, karena pada saat seorang calon 

pelanggan yang akan mengajukan sambungan listrik rumahnya dan si calon 

pelanggan tersebut telah menyetujui syarat-syarat yang ditentukan oleh biro 

PT PLN (PERSERO) , kondisi seperti ini seharusnya ditindak lanjuti dengan 

suatu perjanjian, yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik dengan tujuan untuk 

menjamin kepastian hukum bagi pelanggan dengan biro PT PLN 

(PERSERO).12 

Karena di dalam Perjanjian tersebut akan diatur secara jelas hak dan 

kewajiban antara pelanggan dengan biro PT PLN (PERSERO), di samping itu 

juga berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada hakekatnya bertujuan untuk 

menciptakan sistem perlindungan kepada pelanggan (konsumen) serta 

keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran PLN sebagai 

pelaku usaha (produsen), mengenai pentingnya perlindungan konsumen 

                                                             
12

 Yosep Gunawan Wibisono,  Kajian yuridis perjanjian jual beli tenaga listrik yang 

dilakukan antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan, Tesis, diakses pada senin 17 mei 2016, 

pada http:// YosepGunawanWibowo, Blokspot. Com., 2006/07/., Kajian yuridis perjanjian jual 

beli tenaga listrik yang dilakukan antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan,  html 
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sebagai perwujudan kepedulian PLN kepada pelanggan. Dalam perjanjian 

tertulis dengan jelas, bahwa masyarakat di janjikan akan mendapatkan KWH 

900 dari pihak biro PLN, tetapi tidak sesuai apa yang menjadi harapan 

masyarakat, mereka mendapatkan KWH 1300, sudah jelas mereka telah di 

rugikan oleh biro PLN tersebut. 

Dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999, pasal 7 (g) menyatakan 

bahwasanya pelaku usaha harus memberikan konvensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan 

tidak sesuai dengan perjanjian.13  

Perjanjian-perjanjian yang telah disetujui antara Biro dengan 

masyarakat telah dituangkan dalam: SURAT PERJANJIAN PEMASANGAN 

KWH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/2015. 

Pada pasal 1 Pihak pertama harus memberikan KWH 900 pada pihak 

kedua. Namun kenyataanya berdasarkan wawancara tanggal 12 maret 2016 

dengan masyarakat Bangko Pusako, mereka mengatakan bahwasanya KWH 

yang mereka dapatkan adalah KWH 1300, disini mereka merasa dirugikan 

dimana dengan biaya beban yang begitu tinggi  dan tidak ada nya subsidi 

pemerintah dalam KWH 1300 tersebut, jelas ini tidak sesuai dengan perjanjian 

yang mereka buat dan telah di setujui.  

Untuk lebih jelas lagi hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 

masyarakat Bangko Pusako telah diketahui jumblahnya ada 30 orang dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini. 

                                                             
13

 Pasal 7(g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen 
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Tabel 1.1 

Nama-nama masyarakat yang ada di Bangko Pusako 

NO NAMA KETERANGAN 

1 SARIMIN Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

2 SUMADI Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

3 SUNARTO Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

4 JUMARI Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

5 RISMADI  Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

6 MARSONO Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

7 SUPRIMAN Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

8 JUMADI Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

9 ARIFIN Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

10 SUHERMAN Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

11 SUHERI Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN  

12 SUMARNO Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

13 TUJIANTO Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

14 SUMOHARJO Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

15 SUKIRMAN Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

16 ANTO Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

17 SUROSO Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

18 NURIONO Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

19 SOMAN Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

20 RIDO Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

21 MISKUN Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

22 WALUYO Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

23 RAHMAT Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

24 SELAMET Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

25 AMAT Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

26 NGADENI Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

27 SUPADI Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

28 JAIS Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

29 SUTRISNO Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

30 IBNU Benar telah dipasang KWH 1300 oleh biro PLN 

Data : Pada Tahun 2016 

Berdasarkan tabel diatas membuktikan bahwa telah terjadi ketidak 

sesuaian atau tidak terpenuhinya antara hak dan kewajiban antara pihak 1 dan 

pihak 2 yang disebutkan dan disetujui dalam perjanjian tersebut.
14
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 Hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Bangko Pusako. 
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Untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih jelas tentang perjanjian antara 

Biro PLN dengan masyarakat maka perlu diadakan penelitian yang sungguh-

sungguh dengan judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN 

KILOWATT-HOUR 900 ANTARA BIRO PERUSAHAAN LISTRIK 

NEGARA DENGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BANGKO 

PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR RIAU ". 

 
B. Batasan Masalah 

Batasan dalam permasalahan yang akan penulis angkat adalah 

perjanjian, perlindungan hukum dan Undang-Undang no 8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis mengangkat pokok 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemasangan kwh 900 antara biro PLN 

dengan masyarakat ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang di alami dalam menjalankan 

pelaksanaa perjanjian Pemasangan KWH 900 antara  pelaku usaha/ biro 

PLN dengan masyarakat? 
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D. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemasangan kwh 900 antara 

biro pln dengan masyarakat ditinjau dari undang-undang nomor 8 

tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

b. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang di alami dalam 

menjalankan pelaksanaa perjanjian Pemasangan KWH 900 antara  

pelaku usaha/ biro PLN dengan masyarakat. 

2. Manfaat penelitian  

a. Manfaat hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat baik bagi 

kepentingan akademis maupun kepentigan praktisi:  

b. Bisa bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya hukum 

perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. 

c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi para praktisi dan pembuat kebijakan serta dapat 

memberikan sedikit gambaran berbagai pihak tentang,  perjanjian 

antara biro dengan masyarakat. 

 

E. Kerangka Teori 

Konsumen dalam bahasa Inggris yaitu consumer, secara harfiah 

diartikan sebagai “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang 

dan/atau menggunakan jasa tertentu”.
15

 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 

                                                             
15

 Marianus Gaharpung, Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen, 

www.google.co.id\ perlindungan hukum bagi konsumen, Jurnal, diakses tanggal 21 Mei 2016. 



 

 

 
 

11 

(2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

menyebutkan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan”. 

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahhwa konsumen adalah 

enduser /pengguna terakhir. Hukum konsumen belum dikenal sebagaimana 

kita mengenal cabang hukum pidana, hukum perdata, hukum adaministrasi, 

hukum internasional, hukum adat dan berbagai cabang hukum lainnya. 

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum 

konsumen, tidaklah mudah untuk menemukan kaidah hukum konsumen dalam 

berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan tidak dipakainya istilah konsumen dalam peraturan perundang-

undangan tersebut walaupun ditemukan sebagian dari subjek-subjek hukum 

yang memenuhi kriteria konsumen. 

Sebelum diberlakukannya UU No. 8 tahun 1999 terdapat berbagi 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan 

konsumen. Peraturan Prundang-undangan ini memang tidak secara langsung 

mengenai perlindungan konsumen, namun secara tidak langsung dimaksudkan 

juga untuk melindungi konsumen Peraturan yang dimaksud antara lain: 

1. Keputusan Menteri Perindustrian No. 727/M/SK/12/1981 tentang Wajib 

Pemberian Tanda (Label) pada Kain Batik Tulis, Kain Batik Kombinasi 
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(Tulis dan Cap), dan Tekstil yang dicetak (printed) dengan Motif (Design) 

Batik. 

2. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan atas 

Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara 

Republik Indonesia, selanjutnya disingkat dengan LN RI, No. 23 tahun 

1973) tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan 

Pestisida. 

3. Keputusan Menteri Perindustrian No. 27/M/SK/1/1984 tentang Syarat-

Syarat dan Ijin Pengolahan Kembali Pelumas Bekas dan Pencabutansemua 

Ijin Usaha Industri Pengolahan Kembali Pelumas Bekas. 

4. Peraturan Pemerintah No. 2/1985 (LN RI No. 4 tahun 1985 dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3283.) tentang Wajib dan 

Pembebanan untuk ditera dan atau ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi 

Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. 

5. Undang-Undang tentang Pokok Kesehatan No. 9/1960 (LN RI No. 131 

tahun 1960 dan TLN RI No. 2068). 

6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 79/ 1978 tentang Label dan Periklanan. 

7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 79/ 1978 tentang Produksi dan 

Peredaran Makanan yang Melarang Periklanan yang Menyesatkan, 

Mengacaukan, atau Menimbulkan Penafsiran Salah atas Produk yang 

diklankan. 

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 yang berlaku merupakan ketentuan 

positif yang khusus mengatur perlindungan konsumen. Undang-Undang ini 
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mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi konsumen dan 

pelaku usaha, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan dan penulisan ini penulis memerlukan data konkret 

sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi, maka metode penelitian yang di 

gunakan adalah sebagai berikut:  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Jika ditinjau dari jenis penelitian ini maka penelitian ini termasuk 

penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan 

dengan melakukan pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan 

prilaku hukum dan masyarakat serta efeksivitas berlakunya hukum positif 

dalam masyarakat, dengan melihat penerapan ketentuan perlindungan 

hukum bagi masyarakat. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, 

memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi 

masyarat yang melakukan perjanjian dengan biro PLN di Kabupaten 

Rokan Hilir, Kecamatan Bangko Pusako. 

2. Objek Penelitian 

a. Perjanjian antara biro PLN dan masyarakat dalam mendapatkan KWH 

900. 

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen. 
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti 

berdasarkan lokasi penelitian yang ditentukan sebelumnya, sedangkan 

sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh objek 

penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.
16

 

Adapun populasi yang penulis jadikan dalam penelitian ini adalah 

orang atau pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan hak 

masyarakat. Sampel penelitian ini adalah masyarakat. Maka penulis 

menggugnakan metode purposive sampling. 

Tabel I.2 

Populasi Dan Sampel 

NO Responden Populasi Sampel Persentase 

1 PLN 1 1 100% 

2 Biro 1 1 100% 

3 Masyarakat 331 30 9% 

Sumber: Masyarakat Kecamatan Bangko Pusako 

4. Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dan atau angket 

(field research). 

b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung dari kepustakaan berdasarkan literatur, Undang-Undang, atau 

hal lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada nara 

sumber secara bebas. 

b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melalui proses pengamatan 

langsung melalui gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi 

dilapangan. 

c. Angket, penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan 

memberi jawaban alternatif untuk setiap pertanyaan dan menyebarkan 

langsung kepada masyarakat kecamatan bangko pusako. 

d. Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan 

perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian.      

6. Analisis Data 

Tehnik analisis data dalam suatu penelitian penting agar data-data 

yang telah dikumpul dapat dianalisis teori-teori hukum sehingga dapat 

menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang diteliti. 

Data yang diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, 

kemudian ditentukan jenis analisanya agar nantinya data yang terkumpul 

lebih dapat dipertanggung jawabkan.  

Jenis penelitian ini adalahpenelitian deskriptif kualitatif, yaitu data 

yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif 

(content analysis). Menurut Soerjono Soekanto, analisis kulitatif adalah 

suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriftif analisis, yaitu 
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apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga 

prilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.
17

 

Sedangkan metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah 

metode interaktif, yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga 

tahap yang meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 

Selain itu dilakukan pula proses siklus diantara tahap-tahap tersebut, 

sehingga data yang dikumpulkan berhubungan satu dengan yang lainnya 

secara sistematis.
18

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara sistematika yaitu 

membagi pokok-pokok skripsi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab terdapat 

sub-sub bab. Penulis dalam skripsi ini membagi dalam empat bab yang 

diuraikan seperti di bawah ini: 

BAB I : Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, 

metode penelitian, sitematika penulisan.  

BAB II :  Bab ini membahas profil PT. PLN. 

BAB III : Bab ini membahas kajian Umum Hukum perjanjian, dan 

Prosedur pemasangan instilasi listrik 

BAB IV  : Bab ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap 

konsumen dalam perjanjian antara biro PLN dengan 

                                                             
17

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), h. 25 
18

 HB Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: UNS Press, 1999), h. 13 



 

 

 
 

17 

masyarakat dalam mendapatkan KWH 900 berdasarkan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen. 

BAB IV : Bab ini berisikan kesimpulan secara singkat dan sekaligus 

saran dari hasil analisa dan pembahasan yang bisa bermanfaat. 


